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PUTUSAN
Nomor 3733/Pdt.G/2024/PA.JS
2=l ozl all o aus
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam
perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Jakarta, 02 Oktober 1975, usia 49 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang
bertempat tinggal di Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta
Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirul,
S.H., dan Berilian Arista, S.H, Advokat pada Kantor Hukum
Khoirul Natanegara& Partners yang berkantor di Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan memilih domisili elektronik pada
berilianarista@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa dengan
NOMOr XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2024, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
dengan Register NOMOr XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29
Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Jakarta, 12 Mei 1969, usia 55 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, yang
bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta
Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara secara elektronik;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29

Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Selatan dengan register Nomor 3733/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 29 Oktober

2024, dengan dalil-dalil Gugatan Sebagai Berikut:
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Bahwa Tepatnya Pada Hari Sabtu Pukul 09. 00 WIB di Kecamatan Tanah

Abang, Kota Jakarta Pusat telah terjadi suatu ikatan perkawinan antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT Perkawinan tersebut dapat di buktikan

dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 341/113/ I1l/2002, tertanggal 09 Maret

2002 ;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama
di di wilayah hukum DKI Jakarta;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak laki-laki yang bernama:

- ANAK, Laki- laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002 ;

3. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pernah hidup rukun dan bahagia, akan tetapi sangat disayangkan
kebahagian tersebut tidak berlangsung lama di karenakan banyaknya
permasalahhakan yang timbul dalam rumah tangga, adapun permasalah
yang di maksud adalah sebagai berikut:

3.1. Bahwa Keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi;

3.2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sering
terjadinya selisin paham secara terus menerus yang tidak ada
hentinya;

3.3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak
awal pernikahan;

3.4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah terhitung sejak 2019;

3.5. Bahwa Tepatnya pada bulan Maret 2020 Penggugat mendapatkan
Informasi Bahwa Tergugat telah di tahan di rumah rahanan negara
yang berlamatkan di Rutan Cipinang. Kota Jakarta Timur, Tergugat
dipenjara karena terlibat suatu tindak pidana khusus dengan nomor
perkara: 3548/K/PID.SUS dan telah divonis selama 11 (sebelas)
tahun penjara tertanggal 22 Desember 2021;

3.6. Bahwa sejak tahun 2019 hingga diajukannya gugatan ini Penggugat
sudah tidak lagi di berikan nafkah lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 3733/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

3.7. Bahwa Terakhir kali Penggugat dan Tergugat melakukan Hubungan
Intim pada tahun 2018;

4. Bahwa dalam hal ini berdasarkan hal- hal yang telah dikemukan di atas
oleh Penggugat, Penggugat merasa tujuan yang tercantum dalam
ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut tidak berhasil dicapai oleh
Penggugat & Tergugat untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan
maka satu- satunya jalan terbaik Adalah Penggugat Memohon Kepada
Majelis Hakim, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena
perceraian;

5. Bahwa menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang
Perkawinan No.1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah salah satu ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk rumah tangga / keluarga yang bahagia dan
kekal dengan hak-hak dan kewajiban masing-masing, akan tetapi Selama
hidup berumah tangga Dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah merasa
bahagia;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang telah

ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Terhadap Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi kuasa hukumnya datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang
lain sebagai wakillkuasanya yang sah untuk datang menghadap di
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persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
3733/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 6 November 2024 dan relaas panggilan
Nomor 3733/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 20 November 2024 yang dibacakan di
ruang sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari
alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa
Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
NOmMOor XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2024 juga telah menyarahkan
fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang
masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim
menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini
guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi
nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut,
pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang
diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda  Penduduk (KTP) dengan  Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXxXxXXXxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 3733/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

%7

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tanah Abang Kota
Jakarta Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 9 Maret 2024. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 66 (enam puluh enam) tahun, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis karena sering perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2019;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan
Tergugat bertengkar di rumah. Selain itu Penggugat juga sering
bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah
tidak harmonis dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir
dan batin sejak tahun 2019 dan Tergugat sejak Maret 2020 ditahan di
Rumah Tahanan Cipinang karena terlibat Tindak Pidana Khusus dan
divonis 11 (sebelas) tahun penjara ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 6
(enam) tahun yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 75 (tujuh puluh lima) tahun, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis karena sering perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2019;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan
Tergugat bertengkar di rumah. Selain itu Penggugat juga sering
bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah
tidak harmonis dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis karena karena Tergugat tidak memberikan
nafkah lahir dan batin sejak tahun 2019 dan Tergugat sejak Maret 2020
ditahan di Rumah Tahanan Cipinang karena terlibat Tindak Pidana
Khusus dan divonis 11 (sebelas) tahun penjara;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak
tahun 2018 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang
baik;

- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan
mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) Nomor 3733/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 6 November 2024
dan Nomor 3733/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 22 November 2024 yang dibacakan
di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai
ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Sema Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat dan
tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah maka gugatan
Penggugat harus diperiksa secara verstek (vide Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formal dan
materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang
masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian
kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban
umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat
telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga kuasa hukum diizinkan
beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh istri (in-casu Penggugat) yang perkawinannya dilakukan menurut
tata cara agama Islam dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama dan
Penggugat beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan
Agama Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuaan Pasal 49 huruf a dan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan
secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaiakan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat
kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 3733/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah
dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada
pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah
karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus sejak tahun 2019 dengan penyebab Tergugat tidak memberikan
nafkah lahir dan batin dan sejak Maret 2020 ditahan di Rumah Tahanan
Cipinang karena terlibat Tindak Pidana Khusus dan divonis 11 (sebelas) tahun
penjara. Selain itu, Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sejak tahun
2018 sampai sekarangsampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 dan P-2 serta dua orang Saksi
yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan
yang telah dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah
memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888
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KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil
Penggugat dan keterangan Saksi Penggugat sehingga memiliki kekuatan
pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende
bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu,
terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Jakarta Selatan, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama
Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan
Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah dimeterai dan dicocokkan
dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan
formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata.
Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan
keterangan Saksi Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian
sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal
1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah
sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Penggugat di atas adalah orang

dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam
perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta
masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh
karenanya secara formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1),
Pasal 171 dan 172 HIR jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, sehingga membuktikan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 9 Maret 2002 dan tercatat secara resmi di KUA
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;

2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
lagi sejak tahun 2019 karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran
dengan penyebab Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan
sejak Maret 2020 ditahan di Rumah Tahanan Cipinang karena terlibat Tindak
Pidana Khusus dan divonis 11 (sebelas) tahun penjara. Selain itu,
Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sejak tahun 2018 sampai
sekarang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak ranjang
2018 sampai sekarang;

4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan filosofis dari perkawinan sebagaimana
firman Allah Ta’ala dalam Surah ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah
terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah,
mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang
demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang
kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah jelas antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk
mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup
membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah
pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali,
sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap
dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk
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keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak
dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan
batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut
dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas
hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (H-=Uaillg olsuVI),
halaman 62 sebagai berikut:

LlLe 6ot oll 295 029 axlios 9 62uufo o, lai I5le
Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang

didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis

Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab Mada

Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83 yang diambil alih menjadi
pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

ass giis plo arz 9l sball oo laiai pa> GMall plla @MawYl ,Lis1 25

OV Tou 1t o 6900 wnzg il alas,ll puas cu> 9 plio V 5 a

zo oLl Ian 9 . 50ll Gmuull azg il 2ol e @S ol olizs 10w

allaxl

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah

tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi

nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa,

karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang

bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat
relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa
dalam percekcokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau
salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah
perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau
tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”
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maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun
salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat
relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan
“cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah
tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama
dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu
perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia —
sia”.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan
SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkeran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah berpisah
tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum
adanya tergugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam
lingkup rumah tangganya salah satunya dengan cara penelantaran terhadap
orang dalam rumah tanggganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya
atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat
merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat karena Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami
sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Penggugat
dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, maka Majelis Hakim
berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dalam SEMA
Nomor 3 Tahun 2023.
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Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf ¢ dan huruf f Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf c¢ dan huruf f dan Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan
Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka gugatan Penggugat
patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba’in
sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam
Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan
aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calender mengenai
pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan SK KMA
Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka putusan yang diucapkan oleh Majelis
Hakim melalu Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dianggap secara hukum telah
dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilangsungkan pada hari Rabu,
tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir
1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.l., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.
Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Julisnaina Nur
Syamkumalawati, S.H.l., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Dr. Drs. Rokhmadi, M.Hum. Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,
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Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.l., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :Rp 80.000,00
2. Proses : Rp150.000,00
3. Panggilan - Rp104.000,00

4. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
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